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Abstrak
Infrastruktur merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing dan terhambatnya
percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya infrastruktur bandara. Untuk
menangani hal tersebut, saat ini sedang dilakukan riset terkait pengembangan infrastruktur
bandara di Indonesia dengan pendekatan manajemen risiko pada proyek Public-Private
Partnership (PPP), tapi terbatas pada pembahasan alokasi risiko. PPP merupakan kerjasama
antara sektor pemerintah dan swasta yang mana pihak-pihak tersebut mengembangkan produk
bersama dan atau pelayanan yang didalamnya ada risiko, biaya dan keuntungan yang dapat
dibagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengalokasian variabel risiko
yang telah ditentukan antara pihak pemerintah dan pihak swasta pada proyek pengembangan
PPP infrastruktur bandara di Indonesia. Studi penelitian dilakukan dengan mengumpulkan
data di beberapa bandara di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer berdasarkan survei lapangan dan wawancara, sedangkan data
sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai instansi (pemerintah dan swasta), yaitu
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Otoritas Bandara, Biro Pusat Statistik, PT. Angkasa
Pura 1 dan 2, dan sebagainya. Data yang terkumpul diolah menggunakan program SPSS ver.
21 sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu pengujian validitas reliabilitas dan analisis
deskriptif. Hasil analisa menunjukkan bahwa mayoritas responden gabungan cenderung
memilih untuk mengalokasikan risiko tersebut ke sektor swasta.
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Abstract
Deficiency in infrastructure establishment causes the poor competitiveness toward
velocity of Indonesian economic growth. Infrastructure is one of the causes of the decline in
competitiveness and hamper economic growth in Indonesia, one of the airport infrastructure.
To deal with this, research is currently being conducted related to airport infrastructure
development in Indonesia with a risk management approach to the project Public-Private
Partnership (PPP), but only limited to the discussion of risk allocation. PPP is a partnership
between government and the private sector where the parties together and develop products
or services in which there is a risk, costs and benefits can be shared. The purpose of this study
is to determine the allocation of risk variables have been determined between the government
and the private sector in PPP infrastructure development projects in Indonesia airports. The
research study is conducted by collecting data at several airports in Indonesia. The data used are
primary and secondary data. The primary data based on field survey and interviews, while secondary
data is based on data collected from various agencies (public and private), namely the Directorate
General of Civil Aviation, Airport Authority, the Statistic Central Bureau, PT. Angkasa Pura 1 and 2,
and so forth. The collected data is processed using SPSS ver. 21 in accordance with the method
used, the reliability and validity testing of a descriptive analysis. The analysis shows that the
majority of the combined respondents tend to choose to allocate that risk to the private sector.
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PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia
dihadapkan pada beberapa tantangan utama
selama periode antara saat ini hingga tahun
2030. Salah satu tantangan tersebut adalah
memastikan Indonesia tidak mengalami
kendala infrastruktur dan sumber daya
kelas konsumennya. Namun kenyataannya,
perkembangan infrastruktur, baik dalam hal
investasi maupun pembangunannya
mengalami penurunan yang sangat tajam.
Menurut The Global Competitiviness
Report 2011-2012 yang diterbitkan oleh
World Economic Forums, infrastruktur
merupakan salah satu penyebab turunnya
daya saing dan terhambatnya percepatan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Khusus untuk sektor infrastruktur,
Indonesia berada di peringkat 90. Satu dari
beberapa sektor infrastruktur yang
perkembangannya dinilai mengalami
penurunan adalah infrastruktur bandara.
Untuk menangani hal tersebut, saat
ini sedang dilakukan riset terkait
pengembangan infrastruktur bandara di
Indonesia dengan pendekatan manajemen
risiko pada proyek Public-Private
Partnership (PPP). PPP merupakan
kerjasama yang cukup lama antara sektor
pemerintah dan swasta yang mana pihak-
pihak tersebut mengembangkan produk
bersama dan atau pelayanan yang
didalamnya ada risiko, biaya dan
keuntungan yang dapat dibagi. Hal ini
didasarkan pada nilai tambah bersama.
Pendekatan dalam pelaksanaan PPP dalam
pembiayaan proyek infrastruktur bandara
telah banyak dilaksanakan di beberapa
Negara, seperti Inggris dan Australia dan
terbukti sangat menguntungkan kedua
belah pihak. Oleh karena itu, Indonesia
tertarik untuk mengembangkan penerapan
pelaksanaan PPP tersebut.
Salah satu kunci sukses dari suatu
proyek PPP adalah alokasi risiko dan
mitigasi yang tepat. Alokasi risiko adalah
pembagian risiko proyek kerjasama dengan
prinsip dasar bahwa risiko dibagi dan
dibebankan kepada pihak yang paling
mampu untuk mengendalikan risiko
tersebut. Alokasi risiko merupakan bagian
dari langkah-langkah manajemen risiko,
yaitu pada tahap analisis risiko. Alokasi
risiko meliputi pembagian risiko proyek
antara pihak Pemerintah dan Badan Usaha
Swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko.
Prinsip dari alokasi risiko adalah bahwa
pihak yang paling dapat mengendalikan
suatu risiko tertentu hendaknya juga
menanggung risiko tersebut.
Public Private Partnership (PPP)
Kerjasama Pemerintah Swasta
(KPS) adalah sebuah bentuk institusional
dari kerjasama pemerintah dan swasta yang
berdasar pada sasaran awal mereka, bekerja
terhadap sebuah target bersama, yang mana
kedua pihak tersebut menerima risiko
investasi yang berdasar pada kesepakatan
awal dari pembagian  pendapatan dan biaya
(Nijkamp, 2002).
PPP dibentuk untuk mencapai
tujuan yang diinginkan oleh pihak pemilik
proyek, yaitu untuk menyediakan
pelayanan dengan kualitas yang terbaik dan
pada biaya yang optimal untuk pemerintah.
Meskipun tidak ada suatu definisi
yang pasti mengenai PPP, tetapi terdapat
beberapa karakteristik umum yang sering
dihubungkan dengan PPP. Karakter-
karakter tersebut termasuk didalamnya
perjanjian antara sektor pemerintah dan
sektor swasta dalam pengembangan dan
manajemen infrastruktur, di mana terdapat
pembagian risiko antara kedua belah pihak.
Resiko ditanggung oleh pihak yang
memiliki kemampuan lebih baik dalam
mengatur, dalam hal ini meminimalkan
risiko biaya.
Manajemen Risiko
Manajemen resiko adalah sebuah
cara yang sistematis dalam memandang
sebuah resiko dan menentukan dengan
tepat penanganan resiko tersebut. Ini
merupakan sebuah sarana untuk
mengidentifikasi sumber dari resiko dan
ketidakpastian, dan memperkirakan
dampak yang ditimbulkan dan
mengembangkan respon yang harus
dilakukan untuk menanggapi resiko
(Djojosoedarso, 2003).
Langkah-langkah manajemen risiko
adalah sebagai berikut (PMBOK, 2013):
1. Perencanaan Manajemen Resiko
2. Identifikasi Resiko
3. Melakukan Analisa Qualitatif
4. Melakukan Analisa Quantitatif
5. Merencanakan Respon Resiko
6. Mengontrol Resiko
Evaluasi risiko pada suatu proyek
tergantung pada (Duffield dan
Trigunarsyah,1999):
1) Probabilitas terjadinya risiko tersebut,
frekuensi kejadian
2) Dampak   dari   risiko   tersebut   bila
terjadi.
Dalam membandingkan pilihan
proyek dari berbagai risiko yang terkait
sering digunakan “Indeks Risk Relative
Importance (RRI) atau Indeks Risiko” dan
dinyatakan dalam persamaan:
Indeks RRI = Probabilitas x Dampak
Gambar 2.1 Probabilitas dan Dampak
terhadap Proyek
Alokasi Risiko
Alokasi risiko adalah pembagian
risiko proyek kerjasama dengan prinsip
dasar bahwa risiko dibagi dan dibebankan
kepada pihak yang paling mampu untuk
mengendalikan risiko tersebut. Alokasi
risiko meliputi pembagian risiko proyek
antara pihak pemerintah dan badan usaha
swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko.
Prinsip dari alokasi risiko adalah bahwa
pihak yang paling dapat mengendalikan
suatu risiko tertentu hendaknya juga
menanggung risiko tersebut.
Alokasi Risiko PPP dalam Infrastruktur
Bandar Udara
Alokasi risiko dalam bentuk
kerjasama PPP memiliki tujuan
meminimalisir risiko dengan beberapa
arahan dalam pengalokasiaanya. Dalam
melakukan alokasi risiko, ada beberapa
arahan prinsip di PPP untuk alokasi risiko
yang belum dikelola baik di masa lalu, atau
mereka yang menjadi agen pemerintah
memiliki sedikit pengalaman dalam
mengelola, harus dialihkan jika biaya
efektif terutama risiko yang dapat
dipengaruhi oleh pihak kendali. Risiko
yang di luar kendali dari salah satu pihak,
atau sama-sama dipengaruhi oleh kedua
belah pihak (misalnya peristiwa force
majeure) harus dibagi.
Kesuksesan dalam mengatur
alokasi risiko apabila dilakukan dengan
tools identifikasi risiko. Dokumen-
dokumen dan teknik harus mendukung
dalam proses penilain risiko dan tidak
pernah menghambat atau mengganti
pengadilan teknik yang diperlukan untuk
proses identifikasi risiko yang
komprehensif.
Dalam memenuhi kesuksesan ini
dibutuhkan suatu matriks alokasi risiko
yang memberikan gambaran secara utuh
terkait pembagian risiko yang dibagi oleh
pihak yang terlibat dalam PPP. Matriks
alokasi risiko yang digunakan sebagai alat
menyeluruh untuk proses pengadaan dalam
meninjau penawar proposal menyesuaikan
prediksi pada alokasi dan nilai-nilai risiko.
Nilai akhir risiko harus dilihat untuk
mewakili nilai uang untuk penawar dan
memberikan layanan dari sektor
publik/pemerintah.
METODOLOGI PENELITIAN
Secara umum, metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian survai
melalui pengumpulan dan pengolahan data.
Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi
risiko PPP infrastruktur bandara yang
diperoleh dari studi literatur atau berbagai
jurnal dan penelitian-penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya.
Setelah dilakukan identifikasi
risiko, tahapan selanjutnya yaitu
pengalokasian risiko yang ada pada unsur
pemerintah, swasta, dan risiko yang dibagi
antara keduanya (shared) yang diperoleh
dari kajian pustaka berbagai penelitian
terkait risiko PPP infrastruktur bandara.
Langkah selanjutnya adalah
penyusunan kuesioner. Penyusunan
kuesioner ini diawali dengan penentuan
primary stakeholder KPS bandar udara
yang terdiri dari 16 sektor pemerintah yaitu
12 responden Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, 2 responden
BAPPENAS, 2 Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Dari Pak Budi
Prasetyo (Kasubdit. Penyelengaraan
Bandar Udara) diarahkan agar
menghubungi orang-orang yang pernah
mengikuti Market Consultation untuk
selanjutnya dijadikan responden. Identitas
responden merupakan bagian dari
pengumpulan data sekunder.
Selama kurang lebih 1 tahun
peneliti melakukan proses asistensi
mengenai kuesioner di Departemen
Perhubungan Udara. Hasilnya, yaitu
ditambahkannya 1 variabel risiko dari yang
sebelumnya 23 variabel, hingga akhirnya
menjadi 24 variabel. Penyusunan kuesioner
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
berupa penyusunan kuesioner awal (pilot
survey). Dari hasil identifikasi risiko KPS
bandar udara disusun dalam bentuk
kuesioner.
Langkah selanjutnya adalah
mengumpulkan data primer. Pada tahap ini
dilakukan survei utama berupa
pengumpulan data yang berupa kuesioner
dan wawancara terstruktur kepada para
primary stakholder yang diserahkan baik
secara langsung maupun melalui pos atau e-
mail.
Setelah semua data terkumpul,
kemudian dilakukan analisis data dan
diolah sesuai dengan metode yang
digunakan. Untuk mengetahui kelayakan
butir-butir dalam suatu daftar (konstruk)
pertanyaan dalam mendefinisikan suatu
variabel digunakan uji validitas. Untuk
mengukur suatu kestabilan dan konsistensi
responden dalam menjawab hal yang
berkaitan dengan konstuk-konstruk
pertanyaan yang merupakan dimensi suatu
variabel digunakan uji reliabilitas. Untuk
melihat gambaran secara kuantitatif
mengenai indeks Risk Relative Importance
(RRI) yang menjadi acuan dalam
penentuan alokasi risiko pada Proyek
Pengembangan PPP Infrastruktur Bandara
di Indonesia digunakan analisis deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Pada penelitian ini, dilakukan
penyebaran kuesioner ke beberapa
responden yang telah ditentukan yang
relevan dengan materi penelitian ini.
Berikut ini akan dijelaskan perihal profil
dari para responden berdasarkan tingkat
pendidikan, jabatan di instansi/lembaga,
tipe instansi/lembaga, dan pengalaman
kerja di instansi.
 Berdasarkan asal badan usaha
responden
Tabel 4.1 Badan Usaha
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden
terdiri dari dua jenis badan usaha, yaitu
badan usaha pemerintah dan badan usaha
swasta. Mayoritas responden bekerja di
badan usaha pemerintah dengan prosentase
mencapai 54,2% atau sebanyak 13
responden dan 11 responden lainnya
Jenis Badan
Usaha Frekuensi Percent(%)
Pemerintah 13 54,2%
Swasta 11 45,8%
Total 24 100%
dengan prosentase sebesar 45,8% bekerja di
badan usaha swasta.
 Berdasarkan jabatan responden
Tabel 4.2 Jabatan
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas
responden menjabat sebagai senior
manager dengan prosentasi mencapai 50%
atau sebanyak 12 responden, selanjutnya 4
responden menjabat sebagai section chief
dengan prosentase sebesar 16,7%,
sedangkan posisi managing director dan
senior admin masing-masing sebanyak 3
responden dengan prosentase sebesar
12,5%, serta minoritas responden menjabat
sebagai airport project advisor atau
sebanyak 2 responden.
 Berdasarkan tingkat pendidikan
responden
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas
responden memiliki tingkat pendidikan
hingga S2 dengan prosentase mencapai
54,2% atau sebanyak 13 responden,
selanjutnya 10 responden memiliki tingkat
pendidikan sampai S1 dengan prosentase
sebesar 41,7%, serta minoritas para
responden memiliki tingkat pendidikan
sampai diploma dengan prosentase sebesar
4,2% atau hanya satu responden.
 Berdasarkan pengalaman kerja
responden
Tabel 4.4 Pengalaman Kerja
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lamanya
pengalaman kerja para responden mulai di
bawah 5 tahun hingga di atas 20 tahun.
Mayoritas responden mempunyai
pengalaman kerja 11-20 tahun dengan
prosentase mencapai 29,2% atau sebanyak
7 responden, selanjutnya masing-masing 6
responden yang mempunyai pengalaman
kerja di bawah 5 tahun dan 5-10 tahun
dengan prosentase sebesar 25%, serta
minoritas responden mempunyai
pengalaman kerja lebih dari 20 tahun
dengan prosentase sebesar 20,8% atau
sebanyak 5 responden.
Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Validitas adalah suatu ukuran yang
menujukkan tingkat keandalan suatu alat
ukur. Dalam penentuan layak atau tidaknya
suatu item yang akan digunakan, pada
penelitian ini dilakukan uji signifikansi
koefisien korelasi pada tahap signifikansi
0.05, artinya variabel penelitian dianggap
valid jika berkorelasi signifikan terhadap
skor total. Sedangkan uji reliabilitas
digunakan untuk mengetahui konsistensi
alat ukur, apakah pengukuran yang
digunakan dapat tetap konsisten jika
pengukuran tersebut diulang.
Untuk uji validitas, pengujian
menggunakan uji dua sisi dengan taraf
signifikansi 0.05. Kriteria pengujian adalah
sebagai berikut (Dr. Riduwan, M.B.A,
2004):
 Jika r hitung ≥ r table (uji 2 sisi dengan
sig. 0.05) maka instrument atau item-
item pertanyaan berkorelasi signifikan
terhadap skor total (dinyatakan valid).
 Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan
sig. 0.05) maka instrumen atau item-
item pertanyaan tidak berkorelasi
Jabatan Frekuensi Percent (%)
Managing director 3 12.5%
Section chief 4 16.7%
Senior manager 12 50.0%
Airport project
advisor 2 8.3%
Senior admin 3 12.5%
Total 24 100%
Pendidikan Frekuensi Percent (%)
Diploma 1 4.2%
S1 10 41.7%
S2 13 54.2%
Total 24 100%
Pengalaman Kerja Frekuensi
Percent
(%)
< 5 tahun 6 25.0%
5-10 tahun 6 25.0%
11-20 tahun 7 29.2%
> 20 tahun 5 20.8%
Total 24 100%
signifikan terhadap skor total
(dinyatakan tidak valid)
Sedangkan untuk uji reliabilitas,
dilakukan pada taraf signifikansi 0.05,
artinya instrumen dapat dikatakan reliabel
bila nilai alpha lebih besar dari r tabel (Dr.
Riduwan, M.B.A, 2004).
Untuk uji reliabilitas, pengujian
juga menggunakan uji dua sisi dengan taraf
signifikansi 0.05. Kriteria pengujian adalah
sebagai berikut (Dr. Riduwan, M.B.A,
2004):
 Jika alpha ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan
sig. 0.05) maka dinyatakan reliable
 Jika alpha < r tabel (uji 2 sisi dengan
sig. 0.05) maka dinyatakan tidak
reliable
Uji validitas dan reliabilitas
menghasilkan temuan bahwa hasil
penelitian yang telah dilakukan pada 24
responden sudah valid dan tidak ada
kuesioner yang dikeluarkan dari penelitian.
Hal ini dibuktikan dengan pengolahan yang
menghasilkan nilai validitas sebesar 100%
dan nilai r hitung (corrected item-total
correlationnya) lebih besar dari r tabel.
Dari hasil pengujian validitas yang terlihat
pada tabel di atas diketahui jumlah
keseluruhan data yang nilai r hitungnya
lebih besar dari nilai r tabel dengan jumlah
data (n) = 24 – 2 = 22, yaitu 0,428.
Sedangkan untuk uji reabilitas didapat
bahwa semua variabel sudah reliabel,
karena nilai kolom cronbach’s alpha yang
juga lebih besar dari r tabel. Hal ini
membuktikan bahwa pertanyaan sudah
cukup jelas dan dapat dipahami oleh
responden, alat ukur yang digunakan telah
mempunyai tingkat keandalan dan
kesahihan, dan juga telah membuktikan
bahwa responden telah stabil dan konsisten
dalam menjawab hal yang berkaitan dengan
konstuk-konstruk pertanyaan.
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dalam penelitian
ini menggunakan analisa kuantitatif yang
bergantung pada probabilitas risiko dan
dampak penilaian. Hasil yang diperoleh
dari penilaian probabilitas dan dampak
risiko adalah nilai rata-rata/mean yang
ditujukan untuk mendapatkan gambaran
secara kuantitatif mengenai indeks Risk
Relative Importance (RRI) pada Proyek
Pengembangan PPP Infrastruktur Bandara
di Indonesia.
Data yang dikumpulkan dari survai
kuesioner yang diolah dengan
menggunakan program SPPS Vers. 21.0 ini
dianalisis dengan menggunakan
Independent Sample T Test. T Test
digunakan untuk membandingkan nilai dari
dua sampel dan menguji apakah ada
kemungkinan bahwa sampel berasal dari
dua kelompok/populasi memiliki nilai
mean yang berbeda.
Ranking risiko merupakan langkah
selanjutnya dalam mencapai tujuan
penelitian ini dilakukan. ranking risiko
bertujuan untuk mengetahui variabel risiko
mana yang menjadi peringkat pertama yang
mendapat perhatian dari responden, baik
menurut responden dari badan usaha
pemerintah, badan usaha swasta, maupun
responden gabungan dari kedua badan
usaha tersebut. Ranking risiko dapat
ditentukan cukup dengan mengurutkan
variabel risiko dengan indeks mean RRI
yang telah diperoleh melalui analisa
evaluasi risiko sebelumnya. Variabel risiko
dengan indeks rata-rata/mean RRI tertinggi
akan menduduki ranking/peringkat pertama
hingga variabel risiko yang memiliki
indeks rata-rata/mean RRI terendah yang
akan menduduki ranking/peringkat
terakhir.
Tabel 4.5 berikut menunjukkan
indeks RRI dan ranking dari 24 variabel
risiko yang merupakan hasil output
pengolahan data variabel dengan
menggunakan program SPSS ver.21.0 dan
Ms. Excel 2013
Tabel 4.5 Indeks Mean RRI dan Ranking Risiko Menurut Responden Gabungan
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan hasil pengolahan data
dan hasil survai, maka variabel risiko untuk
Proyek Pengembangan PPP Infrastruktur
Bandara di Indonesia dibagi atas 6 kategori
alokasi risiko, yaitu:
1. Solely Private Sector (prosentase
swasta antara 75%-100%)
2. Primarily to Private Sector
(prosentase swasta antara 50%-
74,99%)
3. Solely to Public Sector
(prosentase pemerintah antara
75%-100%)
4. Primarily to Public Sector
(prosentase pemerintah antara
50%-74,99%)
5. Shared (prosentase sharing
antara 50%-100%)
6. Strongly Depending (prosentase
swasta, pemerintah, dan sharing
< 50%).
No. Variabel Risiko Ranking Indeks MeanRRI Tingkat Risiko
1 Pembebasan Lahan 1 18.58 Extreme
2 Desain dan sisi udara dan terminal 3 14.54 Extreme
3 Lokasi dan kapasitas pengembangan 2 15.63 Extreme
4 Perubahan dalam maskapai penerbangan 5 13.75 Extreme
5 Persaingan bandar udara 18 9.92 High
6 Aliansi penerbangan 15 10.96 High
7 Perkiraan biaya modal 4 14.42 Extreme
8 Budaya dan komposisi konsosioneri 17 10.04 High
9 Pengaruh Institusi 13 11.17 High
10 Efek TOR untuk Privatisasi 16 10.75 High
11 Tata kelola perusahaan 10 11.79 High
12 Hubungan dengan pemerintah pusat 8 12.33 Extreme
13 Kesinambungan kepemimpinan politik 9 11.92 High
14 Aktivisme politik local 19 9.79 High
15 Permintaan 11 11.71 High
16 Harga 14 11.13 High
17 Eskalasi harga 12 11.50 High
18 Kepegawaian 24 8.33 High
19 Serikat buruh 23 9.13 High
20 Kordinasi dengan agen pemerintah 22 9.25 High
21 Klasifikasi dan perizinan 20 9.79 High
22 Pembagian Pendapatan 21 9.71 High
23 Risiko politik dan risiko Negara 7 12.63 Extreme
24 Risiko Enclave / Sipil Militer 6 13.00 Extreme
Tabel 4.6 Preferensi Alokasi Risiko Gabungan Pada Proyek Pengembangan PPP
Infrastruktur Bandara di Indonesia
No. Variabel Risiko
Indeks
Mean
RRI
Ranking
Risk Allocation (%)
Alokasi RisikoPemerintah Shared Swasta
1 Pembebasan Lahan 18.58 1 96% 0% 4%
Solely to Public
Sector
2
Desain dan sisi udara
dan terminal 14.54 3 13% 38% 50%
Primarily to
Private Sector
3
Lokasi dan kapasitas
pengembangan 15.63 2 13% 42% 46%
Strongly
Depending
4
Perubahan dalam
maskapai penerbangan 13.75 5 38% 17% 46%
Strongly
Depending
5 Persaingan bandar udara 9.92 18 29% 21% 50%
Primarily to
Private Sector
6 Aliansi penerbangan 10.96 15 25% 25% 50%
Primarily to
Private Sector
7 Perkiraan biaya modal 14.42 4 0% 38% 63%
Primarily to
Private Sector
8
Budaya dan komposisi
konsosioneri 10.04 17 13% 33% 54%
Primarily to
Private Sector
9 Pengaruh Institusi 11.17 13 71% 17% 13%
Primarily to
Public Sector
10
Efek TOR untuk
Privatisasi 10.75 16 38% 29% 33%
Strongly
Depending
11 Tata kelola perusahaan 11.79 10 0% 8% 92%
Solely to Private
Sector
12
Hubungan dengan
pemerintah pusat 12.33 8 58% 33% 8%
Primarily to
Public Sector
13
Kesinambungan
kepemimpinan politik 11.92 9 38% 25% 38%
Strongly
Depending
14 Aktivisme politik lokal 9.79 19 29% 25% 46%
Strongly
Depending
15 Permintaan 11.71 11 8% 25% 67%
Solely to Private
Sector
16 Harga 11.13 14 4% 50% 46% Shared
17 Eskalasi harga 11.50 12 17% 33% 50%
Primarily to
Private Sector
18 Kepegawaian 8.33 24 4% 29% 67%
Primarily to
Private Sector
19 Serikat buruh 9.13 23 0% 21% 79%
Solely to Private
Sector
20
Kordinasi dengan agen
pemerintah 9.25 22 42% 17% 42%
Strongly
Depending
21 Klasifikasi dan perizinan 9.79 20 46% 13% 42%
Strongly
Depending
22 Pembagian Pendapatan 9.71 21 4% 71% 25% Shared
23
Risiko politik dan risiko
negara 12.63 7 46% 29% 25%
Strongly
Depending
24
Risiko Enclave / Sipil
Militer 13.00 6 75% 17% 8%
Solely to Public
Sector
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Mayoritas responden memilih risiko
dialokasikan ke private sector (yaitu nilai
kelompok swasta dengan nilai persentase
lebih atau sama dengan 50% untuk setiap
variabel risiko). Analisis menunjukkan
bahwa dari 24 variabel risiko, 10 risiko
dikategorikan ke dalam grup private sector.
Sepuluh risiko tersebut dibagi ke dalam
dua sub-grup, yaitu ‘solely to private
sector’ dan ‘primarily to private sector’.
Ada 3 risiko yang masuk ke dalam sub-
kelompok ‘solely to private sector’, yaitu
tata kelola perusahaan (11), permintaan
(15), dan serikat buruh (19). Tujuh risiko
lainnya yang tergabung ke dalam sub-grup
‘primarily to private sector’. Dengan
demikian tampaknya bahwa pengadaan
PPP mengurangi sektor publik dari beban
tanggung jawab untuk risiko rekayasa
bantalan.
Ada 2 faktor risiko yang dikategorikan ke
dalam ‘shared’, yaitu harga (16) dan
pembagian pendapatan (22).
Terdapat 4 variabel risiko yang
dikategorikan ke dalam public sector (yaitu
nilai badan pemerintah dengan nilai
persentase lebih atau sama dengan 50%
untuk setiap variabel risiko). Dua risiko
dimasukkan ke dalam sub-grup ‘primarily
to public sector’, yaitu pengaruh
kelembagaan (9) dan hubungan negara
pusat (12). Sedangkan 2 risiko lainnya
dimasukkan ke dalam sub-grup ‘solely to
public sector’ adalah pembebasan lahan (1)
dan kantong risiko (sipil dan militer) (24).
Hal ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan "pembebasan lahan" harus
dialokasikan ke sektor publik.
Ada beberapa risiko yang sulit untuk
memasukkan ke dalam satu kategori
(persentase risiko kurang dari 50%).
Kategori ini disebut ‘strongly depending’.
Ini adalah kapasitas dan situs upgrade (3),
perubahan dalam campuran pesawat (4),
efek istilah referensi (10), aktivisme politik
lokal (14), kesinambungan kepemimpinan
politik (13), koordinasi antara lembaga
pemerintah (20), klasifikasi dan perizinan
(21) dan risiko negara dan risiko politik
(23).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data
serta pembahasan penelitian, maka dapat
disimpulkan:
1. Peta risiko (risk mapping)
menunjukkan bahwa risiko-risiko
yang dinilai terhadap proyek
pengembangan PPP infrastruktur
bandara di Indonesia sangat potensial
untuk dicegah karena rata-rata risiko
berada pada tingkat extreme dan high.
2. Preferensi alokasi risiko dari
keseluruhan responden, yaitu sebagai
berikut:
 Risiko yang dialokasikan ke
sektor pemerintah:
1. Pembebasan Lahan (1)
2. Pengaruh Institusi (9)
3. Hubungan dengan
Pemerintahan Pusat (12)
4. Kantong Risiko (Sipil dan
Militer) (24)
 Risiko yang dialokasikan ke
sektor swasta:
1. Desain dan Sisi Udara dan
Terminal (2)
2. Persaingan Bandar Udara
(5)
3. Aliansi Penerbangan (6)
4. Perkiraan Biaya Modal (7)
5. Budaya dan Komposisi
Konsosioner (8)
6. Tata Kelola Perusahaan
(11)
7. Permintaan (15)
8. Eskalasi Harga (17)
9. Kepegawaian (18)
10. Serikat Buruh (19)
 Risiko yang ditanggung bagi
kedua pihak (shared):
1. Harga (16)
2. Pambagian Pendapatan
(22)
 Risiko yang belum diputuskan
untuk dialokasikan (strongly
depending):
1. Lokasi dan kapasitas
Pengembangan (3)
2. Perubahan dalam maskapai
penerbangan (4)
3. Efek TOR untuk Privatisasi
(10)
4. Kesinambungan
Kepemimpinan Politik (13)
5. Aktivisme Politik Lokal
(14)
6. Kordinasi dengan Agen
Pemerintah (20)
7. Klasifikasi dan Perizinan
(21)
8. Risiko Politik dan Risiko
Negara (23)
3. Dari 24 variabel risiko pada proyek
pengembangan PPP infrastruktur
bandara di Indonesia, terdapat 10
risiko yang masuk ke dalam kategori
private sector, 4 risiko ke dalam
kategori public sector, 8 risiko ke
dalam kategori strongly depending,
dan hanya 2 risiko yang masuk ke
dalam kategori shared, sehingga
dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden gabungan cenderung
memilih untuk mengalokasikan risiko
tersebut ke sektor swasta (private
sector).
Saran
Mengacu dari hasil penelitian tugas akhir
ini, penulis menyarankan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Pihak pemerintah dan pihak swasta
sebaiknya memperhitungkan faktor
risiko dalam melaksanankan suatu
proyek PPP sehingga kerjasama dapat
berjalan dengan sukses dan
memberikan keuntungan bagi kedua
belah pihak.
2. Dalam metode pengalokasian risiko,
perlu dikembangkan metode yang
mampu mengidentifikasi beberapa
risiko yang masuk ke dalam kategori
strongly depending, sehingga bisa
dialokasikan ke pihak pemerintah,
swasta, atau ditanggung oleh kedua
pihak (shared).
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu
dilakukan mitigasi risiko terhadap
respon dan alokasi risiko sehingga
manajemen risiko dapat
dimplementasikan ke dalam proyek
pengembangan PPP infrastruktur
bandara di Indonesia.
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